PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11,
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

b



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51585);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ?‘
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor
103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor
S/E);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor

8/D); (‘1‘



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

49.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2009 Nomor 7 /E);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomorl/E);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 3/B);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 6/B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 4/B);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 5/B);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 8/B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 6/B);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 7/B);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor
10/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 8/B);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 12/C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2011 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 4 /C); (%’
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Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 17/C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/C);

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011
Nomor 19/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 8/C);

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi
[zin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 20/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 9/C);

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 21/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/C);

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2011 Nomor 11/C);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2012 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 4/C);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B);
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Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Seger (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2012 Nomor 15/D);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor
14/B);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2013 Nomor 8/C).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor
12/A);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 16/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menetapkan

dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 diubah semula berjumlah Rp. 1.828.352.219.466,00
bertambah sejumlah Rp. 207.278.345.944,55 sehingga menjadi
Rp. 2.035.630.565.410,55 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.1.646.182.504.604,00
b. Bertambah Rp. 153.579.416.649,97
Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp.1.799.761.921.253,97

2. Belanja

a. Semula Rp.1.821.852.219.466,00
b. Bertambah Rp. 207.278.345.944,55
Jumlah Belanja setelah

perubahan Rp.2.029.130.565.410,55
Defisit setelah Perubahan Rp. (229.368.644.156,58)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 182.169.714.862,00

1



2) Bertambah Rp. 53.698.929.294,58
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp. 235.868.644.156,58
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 6.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 229.368.644.156,58
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 205.761.158.411,00

2) Bertambah Rp. 48.619.563.438,67

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 254.380.721.849,67
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp.1.141.591.329.203,00

2) Bertambah Rp. 777.272.093,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp.1.142.368.601.296,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 298.830.016.990,00

2) Bertambah Rp. 104.182.581.118,30

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp. 403.012.598.108,30

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 49.715.463.325,00

2) Bertambah Rp. 3.457.074.600,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp. 53.172.537.925,00
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 33.508.634.105,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (2.362.156.740,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp. 31.146.477.365.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 2.437.894.000,00

2) Berkurang Rp. 659.020.883,39

Jumlah setelah Perubahan Rp. 3.096.914.883,39



d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 120.099.166.981,00
2) Bertambah Rp. 46.865.624.695,28
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp. 166.964.791.676,28
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 87.133.056.203,00

2) Bertambah Rp 777.272.093,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah

Perubahan Rp. 87.910.328.296,00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.1.007.166.193.000,00

2) Tidak Bertambah/Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp.1.007.166.193.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 47.292.080.000,00

2) Tidak Bertambah/Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 47.292.080.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 1.392.121.500,00

2) Tidak Bertambah/Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp. 1.392.121.500,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp. 71.217.661.000,00

2) Bertambah Rp.  21.338.831.711.30

Jumlah Dana bagi Hasil dan Bukan Pajak dari Provinsi

setelah Perubahan Rp. 92.556.492.711,30
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 226.094.112.490,00

2) Bertambah Rp. 56.451.265.510,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus setelah Perubahan Rp. 282.545.378.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 26.418.647.000,00

Jumlah Bantuan dari Pemerintah

Provinsi setelah Perubahan Rp. 26.418.647.000,00
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Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi

1) Semula Rp. 126.122.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (26.163.103,00)

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya dari Pemerintah

Provinsi setelah Perubahan Rp. 99.958.897,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 terdiri dari:

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.1.059.721.055.450,00
2) Bertambah Rp. 73.504.917.593,55
Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp.1.133.225.973.043,55
Belanja Langsung

1) Semula Rp. 762.131.164.016,00
2) Bertambah Rp. 133.773.428.351,00
Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan Rp. 895.904.592.367,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 909.521.367.170,00
2) Bertambah Rp. 72.774.892.490,55
Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 982.296.259.660,55
Belanja Hibah

1) Semula Rp. 52.128.696.083,00
2) Bertambah Rp. 5.952.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 58.080.696.083,00
Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 20.875.340.697,00
2) (Berkurang) Rp. (12.490.440.697,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 8.384.900.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 76.195.651.500,00
2) Bertambah Rp. 7.268.465.800,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa setelah

Perubahan Rp. 83.464.117.300,00
Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Tidak Bertambah/Tetap Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

i
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 43.333.674.329,00

2) Bertambah Rp. 795.197.687,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 44.128.872.016,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.361.389.025.057,00

2) Bertambah Rp. 65.682.789.822,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp.427.071.814.879,00
c. Belanja Modal

1) Semula Rp.357.408.464.630,00

2) Bertambah Rp. 67.295.440.842,00

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp.424.703.905.472,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp.182.169.714.862,00
2) Bertambah Rp. 53.698.929.294,58
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp.235.868.644.156,58
b. Pengeluaran sejumlah
1) Semula Rp. 6.500.000.000,00
2) Tidak Bertambah /Tetap Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

sejumlah
1) Semula Rp.182.019.714.862,00
2) Bertambah Rp. 53.448.929.294,58

Jumlah SILPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan Rp.235.468.644.156,58
b. Penerimaan Kembali Investasi Non

Permanen sejumlah
1) Semula Rp. 150.000.000,00

2) Bertambah Rp. 150.000.000,00

Jumlah Penerimaan Investasi Non
Permanen setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00

—°
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c. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 100.000.000,00
Jumlah Penerimaan Piutang

Daerah setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Tidak Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 6.500.000.000,00

2) Bertambah/Kurang Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang
terdiri dari:

Lampiran | : Ringkasan Perubahan APBD.

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.

Lampiran [Il  : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan.

Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran VI ~ : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per
Golongan dan per Jabatan.

Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
Ini.
Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Agustus 2014
BUPATI JOMBANG,

SR

NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

AN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17/A
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